
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 67 TAHUN 2002 

TENTANG 

 BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN 

BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA 

PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 41 

ayat (3), Pasal 43, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 

tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan 

Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui 

Pipa; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana 

telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang 

Dasar 1945; 

  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152); 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN PENGATUR 

PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN 

KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA. 

 

 

 

 

 

 



BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi 

tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, 

lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses 

penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain 

yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan 

kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 

b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi 

tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses 

penambangan Minyak dan Gas Bumi. 

c. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi. 

d. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari 

Minyak Bumi. 

e. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada 

kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. 

f. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, 

mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas 

Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. 

g. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau 

hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan 

Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan 

distribusi. 

h. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan 

pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. 

i. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi 

dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. 

j. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan 

jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

k. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan 

Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpan-an dan/atau Niaga dengan tujuan 

memperoleh keuntungan dan/atau laba. 

l. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. 

m. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan 

dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak 



dan Gas Bumi  serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha 

Hilir. 

n. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi 

kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 

 

BAB II 

 

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, 

DAN TANGGUNG JAWAB 

 

Pasal  2 

 

(1) Peraturan Pemerintah ini mengatur struktur organisasi, status, fungsi, tugas, 

personalia, wewenang, dan tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan 

Pengatur. 

(2) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lembaga 

pemerintah yang dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya bersifat 

independen. 

 

Pasal  3 

 

Fungsi Badan Pengatur adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi 

melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar 

Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam 

negeri. 

 

Pasal  4 

 

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengatur 

mempunyai tugas mengatur dan menetapkan : 

a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak; 

b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional; 

c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak; 

d. tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 

e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; 

f. pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi. 

 

 

 

Pasal  5 



 

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengatur 

mempunyai wewenang : 

a. menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah melakukan 

penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Indonesia untuk 

melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan 

daerah terpencil; 

b. menetapkan volume alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari masing-masing 

Badan Usaha sesuai dengan Izin Usaha untuk memenuhi cadangan nasional 

Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah; 

c. menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas Pengangkutan dan 

Penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta fasilitas penunjangnya milik Badan 

Usaha dalam kondisi yang sangat diperlukan dan/atau untuk menunjang 

optimasi distribusi di daerah terpencil; 

d. menetapkan tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sesuai dengan prinsip 

teknoekonomi; 

e. menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan 

mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat; 

f. menetapkan dan memberlakukan sistem informasi pengusahaan dan akun 

pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan 

Gas Bumi melalui pipa; 

g. menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus 

pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan  dengan 

pelaksanaan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 

h. mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai  besaran iuran Badan Usaha 

yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian 

Bahan Bakar Minyak serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dan 

menetapkan biaya hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 

i. memberikan hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada ruas 

tertentu dari transmisi Gas Bumi dan pada wilayah tertentu dari  jaringan 

distribusi Gas Bumi melalui lelang, berdasarkan Rencana Induk Jaringan 

Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. 

 

Pasal  6 

 

Badan Pengatur dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran atau 

pencabutan hak khusus  kepada Badan Usaha pemegang hak khusus pengangkutan Gas 

Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i yang melakukan 

penyimpangan. 

 

 

Pasal 7 



 

Badan Pengatur dapat memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam memberikan 

sanksi atas pelanggaran Izin Usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha. 

 

Pasal  8 

 

(1) Badan Pengatur bertanggung jawab kepada Presiden. 

(2) Kepala Badan Pengatur wajib memberikan laporan kepada Presiden melalui 

Menteri mengenai hasil kerjanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau 

apabila diperlukan. 

 

Pasal  9 

 

Ketentuan mengenai pedoman teknis yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan 

wewenang Badan Pengatur yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengatur. 

 

BAB  III 

ORGANISASI 

 

Pasal  10 

 

(1) Badan Pengatur terdiri atas komite dan bidang. 

(2) Badan Pengatur dipimpin oleh Kepala Badan Pengatur. 

 

Pasal  11 

 

(1) Komite terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 8 (delapan) 

orang Anggota, yang berasal  dari tenaga profesional. 

(2) Ketua dan para Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1)  

diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden setelah mendapat persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan usul Menteri. 

 

Pasal  12 

 

Ketua Komite adalah  Kepala Badan Pengatur. 

 

Pasal  13 

 

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas 2 (dua) 

bidang yang merupakan Direktorat-direktorat, masing-masing dipimpin oleh 

seorang Direktur. 


